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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM 

PENANGANAN KASUS KORUPSI BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Advokat 

merupakan suatu profesi hukum yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di 

dalam pengadilan, jasa hukum tersebut diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, 

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, jasa hukum tersebut diberikan 

untuk memenuhi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi equality before the law 

(kesetaraan dihadapan hukum), dimana setiap orang berhak atas perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil dimata hukum bisa dibilang bahwa setiap orang harus 

memiliki kesetaraan dalam menghadapi masalah hukum karena 

ketidaksetaraan/ketidakadilan sendiri bertentangan dengan tujuan hukum, maka 

Advokat bukan hanya membela kepentingan yang memiliki kekayaan dan memiliki 

jabatan namun juga melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma 

terhadap yang membutuhkan karena itulah Advokat merupakan salah satu profesi yang 

terhormat. 
 

 

Dalam menjalankan profesi dan tugasnya Advokat merupakan profesi yang bebas,  

mandiri dan bertanggungjawab karena profesi Advokat sendiri merupakan salah satu 

pilah profesi hukum di Indonesia_ maka sebagai salah satu pilar hukum maka Advokat 

mendapatkan kebebasan dan kemandirian, kebebasan dan kemandirian memiliki 

beberapa implikasi dalam profesi ini antara lain adalah : bebas mengeluarkan pendapat 

atau pernyataan dalam membela perkara, bebas dalam menjalankan tugas profesinya 

untuk membela perkara, bebas dari tuntutan
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perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, bebas 

untuk mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya dari pemerintah maupun 

pihak lain yang berkaitan dengan pembelaan klien, bebas dalam menjaga rahasia 

hubungan dengan klien termasuk dalam perlindungan penyitaan dan pemeriksaan 

terhadap berkas atau dokumen, serta tehadap penyadapan atas alat komunikasi 

Advokat. 
 

 

Penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 dan 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 yang 

selanjutnya disebut sebagai undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 

nomor 5 menyatakan bahwa penyadapan adalah : “kegiatan untuk mendengarkan, 

merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, 

jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat 

elektronik lainnya.” 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, yang selanjutnya disebut 

sebagai undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasannya 

menyatakan bahwa penyadapan adalah “kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 

membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan 

jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis 

atau radio frekuensi.” 
 

 

Sedangkan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan 

perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain 
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dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut. penyadapan merupakan salah 

satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan 

penyidikan selain dari kewenangan – kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK, 

penyadapan merupakan salah satu cara yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran 

Hak Asasi Manusia dalam perlindungan terhadap informasi pribadi dan privasi maka 

penyadapan dapat dikatakan sebagai salah satu cara ekstrim yang digunakan secara 

limitatif dan ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.agar 

tidak disalah gunakan, maka tidak semua orang dapat melakukan penyadapan secara 

legal dan di lembaga pemerintah hanya terdapat 5 lemabaga yang secara legal dapat 

melakukan penyadapan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional, 

dan Badan Intelejen Negara. 
 

 

KPK sebagai salah satu lembaga negara yang menangani kasus Hukum yang termasuk 

dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sangat sulit untuk ditangani dan 

diungkap yaitu Korupsi, menurut Firli Bahuri korupsi menjadi kejahatan luar biasa 

dikarenakan korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi 

dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi 

rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan 

tidak tertangani_ , maka diperlukan cara penanganan yang ekstrim pula yaitu melalui 

penyadapan. 
 

 

Kasus korupsi merupakan kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih) dan kasus 

korupsi tidak akan pernah berdiri sendiri dan akan selalu diikuti oleh kejahatan 

pencucian uang, karena kekayaan dari korupsi tidak mungkin hanya akan disimpan 

dalam bentuk uang saja,_ maka pelaku akan berusaha untuk membelanjankan atau 

menyamarkan asal dari uang tersebut, sehingga kasus korupsi dan pencucian uang 

merupakan kejahatan yang selalu berdampingan bersama. Penyadapan juga 

digunakan untuk mencari alat bukti dapat juga dipergunakan untuk menemukan bukti 

permulaan yang cukup_ untuk selanjutnya dapat dilakukan penangkapan sesuai 

dengan Pasal 17 

KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam 

bentuk rekaman atau semacamnya._ 
 

 

Pada saat sesorang ditangkap dan menjalankan proses tingkat pemeriksaan maka sesuai 
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KUHAP Pasal 54 yang berbunyi : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau 

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang 

ditentukan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 55 menyatakan bahwa 

tersangka/terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat 

hukum/Advokat sendiri dalam menjalankan tugasnya memiliki hak – hak perlindungan 

terhadap kemadiriannya dan kebasannya seperti yang telah disampaikan diatas 

sedangkan penyidik KPK juga memiliki kewenangan – kewenangan yang diberikan oleh 

negara untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani pidana 

Korupsi 

salah satunya adalah penyadapan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan alat 

bukti, sedangkan Advokat sendiri berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4288 yang selanjutnya disebut sebagai undang – undang Advokat menyatakan 

bahwa advokat mendapatkan perlindungan dari penyadapan, sedangkan dalam undang 

– undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa KPK 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, sehingga diantara kedua undang – 

undang ini terdapat konflik norma hukum, yang selanjutnya akan dibahas lebih, dalam 

skripsi ini. 
 

 

Rumusan Masalah Apa fungsi penyadapan dalam tindak pidana korupsi ? Apa bentuk 

perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani kasus 

pidana Korupsi ? Tujuan Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap fungsi 

penyadapan dalam tindak pidana korupsi Untuk mengetahui dan melakukan analisis 

terhadap perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani 

kasus pidana Korupsi Manfaat Manfaat dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu 

secara praktis dan teoritis Manfaat secara teoritis adalah memberikan dasar hukum 

terhadap perlindungan alat komunikasi Advokat dari penyadapan, selain itu manfaat 

secara teoritis penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih lanjut untuk dapat 

dijadikan dasar penelitian hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak – hak 

Advokat. 
 

 

Manfaat secara praktis adalah memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap 

penyadapan yang dilakukan pada Advokat dalam menangani kasus korupsi dan akan 
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menciptakan penegakan hukum yang adil terhadap tindak pidana korupsi. Tinjauan 

Pustaka Penyadapan Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan 

dilarang secara hukum dalam undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 

31 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

tertentu milik Orang lain” dan sedangkan pada ayat 2 menyatakan : Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas 

transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik 

dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 

lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan 

adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 
 

 

Yang pada intinya penyadapan merupakan suatu tindakan yang illegal yang dilakukan 

untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat dan/atau 

mencatat informasi atau dokumen yang tidak bersifat public, yang berarti terdapat 

privasi seseorang yang dilanggar, namun hal tersebut dapat disimpangi karena tidak 

berarti bahwa hak asasi manusia memberikan perlindungan yang mutlak diatas hukum, 

sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J ayat 

2 menyatakan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis, Berdasarkan ketentuan tersebut senyatanya suatu penyimpangan terhadap 

hak asasi manusia dapat dilakukan apabila telah diatur dalam undang – undang, maka 

sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang 

kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”, namun perlu diperhatikan 

bahwa selain ketentuan materiil terpenuhi, ketentuan formil tentang penyadapan harus 

juga dilaksanakan agar suatu penyadapan dilakukan secara legal. 
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Dalam suatu tindakan penyadapan secara umum terdapat beberapa pihak yang terlibat 

didalamnya yang memiliki fungsi masing – masing antara lain adalah_ Pemerintah dan 

badan legislatif: Aturan dan persyaratan yang berlaku untuk penyadapan yang sah 

didefinisikan dan diratifikasi menjadi undang-undang oleh badan legislatif nasional 

pemerintah. Persyaratan ini diberlakukan dan ditegakkan oleh pemerintah. 

Lembaga/Badan penegak hukum: Permintaan untuk penyadapan yang sah biasanya 

berasal dari lembaga penegak hukum berdasarkan perintah pengadilan atau 

permintaan hukum dari otoritas yang diakui. 
 

 

Permintaan ini kemudian disajikan ke penyedia layanan atau operator jaringan, yang 

harus mematuhi persyaratan permintaan dalam waktu yang ditentukan. Penyedia 

layanan atau operator jaringan: Data dan komunikasi suara didistribusikan melalui 

infrastruktur jaringan adalah tanggung jawab penyedia layanan atau jaringan operator. 

Akses harus disediakan untuk semua jenis komunikasi yang berlaku sebagai bagian 

dari penyadapan yang sah diminta oleh otoritas yang sah. 
 

 

Tenaga Ahli Penyadapan: Penyedia layanan dan operator jaringan dapat menggunakan 

keahlian tenaga ahli penyadapan untuk menangani pengelolaan dan pemenuhannya 

permintaan penyadapan. Dalam perkembangannya penyadapan yang sah dikenal 

dengan nama lawful interception penyadapan ini dibagi menjadi dua yaitu 

penyadapan 

dengan basis alat telekomunikasi sistem kawat, optic, radio dan penyadapan yang 

berdasarkan internet protocol, sedangkan dalam teknik mengimplementasikannya 

terdapat 4 macam yaitu :_ Penyadapan Aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara 

langsung dan disertai perubahan terhadap data Penyadapan semi aktif Penyadapan 

pasif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara tidak langusng dan hanya membaca 

data 

tanpa melakukan pengubahan Penyadapan pengabungan antara aktif dan pasif 

Advokat sebagai Profesi Hukum Profesi berbeda dengan okupansi/pekerjaan lainnya 

suatu 

profesi diberi penghargaan dalam bentuk honorarium yang berasal dari kata honor 

atau penghormatan, profesi memiliki ciri – ciri yang berbeda dari pekerjaan pada 

umumnya yaitu antara lain : _ Menjalani pendidikan akademi Memberikan manfaat/jasa 

yang penting Memiliki organisasi professional Derajat keprofesionalan Terdapat kode 

etik atapun kode perilaku Sedangkan menurut pendapat dari Daryl Koehn profesi 

memiliki ciri – ciri : _ Mendapat izin dari negara untuk melakukan tindakan tertentu 
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Terdapat organisasi yang mendasari cita – cita perilaku dari profesi tersebut dan 

menjadi tempat mendisiplinkan profesi tersebut Memiliki pengetahuan terspesialisasi 

dan eksoterik Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan Mengucapkan janji 

profesi secara publik dan menjadi tanggung jawab atas profesinya dan tugas tertentu 

sesuai dengan profesinya. 
 

 

Profesi hukum merupakan salah satu dari beberapa macam jenis profesi yang ada di 

masyarakat, munculnya profesi hukum dikarenakan adanya kebutuhan dalam 

masyaarakat untuk mencari dan menegakakan keadilan, Advokar sebagai salah satu 

profesi hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan sebagai 

penegak keadilan, profesi hukum haruslah dapat menjalankan tujuan – tujuan dari 

profesi hukum antara lain :_ Suatu profesi hukum tidak boleh berjalan, 

diekspresikandan diartikulasikan tanpa orientasi yang berpihak pada tertib kehidupan 

dan masyarakat sehingga penegak hukum harus berpijak dan bertujuan pada 

ketertiban kehidupan dan nasyarakat Penyelenggara profesi hukum dalam menangani 

perkara – perkara hukum tidak boleh hanya berpijak pada ketentuan – ketentuan 

formal seperti yang ada pada hukum positif (peraturan perundang – undnagan) tetapi 

wajib menggali nilai – nilai keadilan dalam masyarakat. 
 

 

Ketertiban dan keadilan harus ditempatkan oleh penyelenggara profesi hukum sebagai 

dua kekuatan imperative yang tidak boleh dijadikan target secara terpisah, sedapat 

mungkin penyelenggara profesi hukum mampu mengkonstruksikan tujuan akhir yaitu 

keadilan dengan mengimplementasikan ketertiban sosial Penyelenggara profesi hukum 

harus selalu mendasarkan kegiatan fungsionalnya dengan berpijak pada 

penghormatan terhadap martabat manusia (HAM). Korupsi Korupsi merupakan suatu 

tindakan yang merugikan negara, tindakan korupsi diatur sebagai suatu tindak pidana 

yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan  

Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874, sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, yang selanjutnya 

disebut sebagai undang – undang Korupsi. 
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Unsur utama yang membedakan korupsi dengan kejahatan lain adalah adanya 

perbuatan yang merugikan negara untuk menguntungkan kepentingan 

seseorang/kelompok,, serta pengembalian kerugian negara tidak akan menghilangkan 

tindak pidana tersebut karena perbuatan korupsi sendiri telah melawan hukum. korupsi 

dapat dikelompokan berdasarkan jenis – jenisnya menurut Ali Imron adalah sebagai 

berikut:_ Korupsi transaktif, merupakan korupsi yang terjadi secara timbal balik yang 

sama – sama didasari untuk memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kedua pihak. 
 

 

Korupsi yang memeras, korupsi yang dilakukan dengan pemerasan yang ditunjukan 

secara opresif untuk memenuhi kepentingannya sendiridan tidak memberikan 

keuntungan bagi pihak lain. Korupsi defensif, korupsi ini terjadi pada korban, dimana 

korban memberikan keinginan pihak lain, hal ini dikarenakan korban merasa bahwa 

apabila tidak dilakukan maka urusan/tujuan yang diinginkan akan terhambat. Korupsi 

investif, korupsi ini dilakukan dengan tujuan untuk di masa yang akan datang untuk 

mendapatkan bantuan tertentu, dengan memberikan sejumlah uang/barang tanpa 

mengharapkan timbal balik disaat sekarang. 
 

 

Korupsi perkerabatan atau nepotisme, korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan 

jabatan tertentu di pemerintahan untuk sanak saudara atau teman, selain itu jenis 

korupsi ini juga dapat berlaku sebaliknya yaitu dimana ketika seseorang menjabat maka 

akan memberikan perlakuan khusus tertentu bagi sanak saudaranya dan temannya. 

Korupsi otogenik, korupsi yang dilakukan sendirian dimana tujuannya tetap 

menguntungkan diri sendiri Korupsi dukungan, korupsi yang dilakukan untuk 

memperkuat posisi politik/jabatan seseorang baik sebelum atau pada saat menjabat. 
 

 

Kewenangan Lembaga Negara KPK Kewenangan / Wewenang merupakan kekuasaan 

menurut hukum yang diberikan pada lembaga atau pejabat negara untuk melakukan 

tindakan pemerintahan dan/atau tindakan sesuai dengan aturan hukum yang menjadi 

dasar kewenangannya dan juga Menurut Black’s Law Dictionary kewenangan (Authority) 

adalah “Legal power; a right to command or to act; the right and power of public 

officers to require obedience to their orders lawfully issued in the scope of their public 

duties”. Unsur – unsur dari wewenang adalah sebagai berikut :_ Adanya dasar hukum,
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seorang pejabat/lembaga tidak dapat berwenang untuk melakukan suatu 

tindakan yang tidak diatur dalam suatu peraturan perundang – 

undangan yang dapat diacunya. 
 

 

Konformitas hukum, suatu kewenangan harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan dalam hukum, apabila tidak dilakukan 

maka tindakan yang dilakukan tidak sah. Pengaruh, suatu kewenangan 

yang dilakukan oleh pejabat/lembaga negara harus memiliki 

pengaruh/akibat hukum yang berupa menimbulkan/meniadakan 

Berdasarkan sumbernya wewenang dibagi menjadi 3 yaitu :_ Atribusi, 

pemberian wewenang kepada pejabat/lembaga negara yang berasal 

dari undang – undang. Mandat, penjalanan wewenang atas persetujuan 

dari suatu organ pemerintah yang dilakuka oleh seseorang/atau organ 

dengan tetap pertanggungjawaban dipegang oleh organ yang 

memberikan mandat. 
 

 

Delegasi, pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada 

organ  

pemerintah lainnya. Sahnya suatu kewenangan juga dapat dilihat dari 

batasan dari wewenang antara lain : Batasan berdasarkan Materi : 

batasan ini ada pada hukum yang menjadi dasar dari wewenang 

tersebut, sehingga tindakan diluar dari ketentuan sumber wewenang 

adalah tindakan tanpa wewenang/tidak berwenang Batasan berdasarkan 

Tempat : setiap wewenang memiliki wilayah dimana dapat berlaku, 

setiap tindakan diluar dari wilayah yang diatur maka tidak berwenang 

Berdasarkan waktu : setiap wewenang terdapat batasan waktu /tegat 

waktu berakhirnya wewenang tersebut, apabila waktu tersebut 

terlewatkan maka tindakan tersebut adalah tidak berwenang. 
 

 

Kewenangan KPK berbentuk Atribusi yang kewenangannya didapat 

langsung dari undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, 

pembentukan KPK didasari bahwa lemahnya institusi/lembaga penegak 

hukum Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang 

memiliki fungsi sebagai pencegahan korupsi tidak berjalan dengan baik 

namun malah menjadi sumber terjadinya kejahatan korupsi_. KPK 
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merupakan lembaga Independen, kata Independen (Independent) 

menurut Black’s Law Dictionary adalah : “not subject to control, 

restriction, modification, or limitation from a  given outside source.” 
 

 

Maka suatu independensi diberikan kepada KPK adalah dengan tujuan 

agar KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang berada diatasnya 

sehingga setiap tindakan dapat dilakukan secara obyektif. dalam 

menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang khusus 

menangani perkara korupsi KPK memiliki batasan tertentu yang harus 

dipenuhi agar berwenang dalam menjalankan penyelidikan, 

penyidikan, dan  penuntutan terhadap Tindak Pidana 

Korupsi yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 undang – undang Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi antara lain : Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara 

Negara, dan 

orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. menyangkut kerugian negara 

paling sedikit Rp  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketika dua hal tersebut tidak 

terpenuhi maka wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian dan 

kejaksaan, namun 

KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap 

kasus tersebut, supervisi berarti adalah melakukan pengawasan atau 

memeriksa. 
 

 

Orisinalitas Penelitian Orisinalitas penelitian digunakan untuk 

mengetahui ketebaharuan dan keaslian suatu penelitian dengan cara 

membandingkan dengan penelitian yang terdahulu, judul dalam 

penelitian ini adalah : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI” 

,sedangkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan adalah 

sebagai berikut : Penelitian berbentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh 

Kamal Arif pada tahun 2018 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN  HUKUM DI 

INDONESIA pada penelitian ini menyatakan bahwa Advokat dalam 

menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban untuk menegakakn 

hukum, selama dalam proses penegakan hukum tersebut Advokat 
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dilindungi haknya dan memiliki imunitas terhadap penuntutan perdata 

dan pidana. 
 

 

Penelitian berebentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Tamara Laurencia 

pada tahun 2019 yang berjudul PENYADAPAN OLEH KPK DALAM 

PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW pada penelitian ini menyatakan 

bahwa KPK memiliki kewenangan penyadapan namun kewenangan 

tersebut adalah kewenangan yang sangat luas dan dapat terjadi 

penyalahguanaan sehingga dapat melanggar hak – hak seseorang maka 

diperlukan pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Penelitian 

berebentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sukmareni, Ujuh Juhana dan 

Muhammad Basri pada tahun 2020 yang berjudul KEWENANGAN 

PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  

KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 

PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI pada penelitian ini menyatakan bahwa 

kewenangan KPK saat ini telah dibatasi dan diawasi salah satunya adalah 

penyadapan dengan fungsi pengawasan ini maka KPK dapat menangani 

perkara korupsi lebih Obyektif dalam menggunakan kewenangannya. 
 

 

Metode Penelitian Tipe Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki 

penelitian hukum 

adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – 

prinsip hukum , maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi”_ dalam penelitian ini permasalahan yang 

dibahas adalah isu hukum yang bertentangan antara undang – undang 

Advokat dengan undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, 

tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normative dengan 

menggunakan dasar peraturan perundang – undangan yang berlaku 

serta teori – teori hukum para ahli Pendekatan Pendekatan statute 

approach dan conceptual approach, pendekatan statute approach 

dimana pendekatan ini adalah melihat norma – norma hukum yang ada 

dalam peraturan perundang – undangan dan alasan hukum yang ada 

didalamnya, sedangkan conceptual approach melihat pendapatan ahli 
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hukum ataupun teori – teori yang ada untuk mnyelesaikan 

permaslaahan hukum. 
 

 

Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum  

primer berupa undang – undang dan peraturan lainnya yang terkait, 

sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan pendapat ahli, 

sedangkan bahan hukum tersier 

berupa KBBI dan Black Law Dictionary. Sistematika Penelitian Dalam 

penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 BAB yaitu : BAB I, pada bab ini 

berisi latar belakang yang akan memberikan gambaran awal tentang isu 

hukum yang ada dan menjelaskan masalah – masalah lain yang 

berhubungan dengan isu hukum tersebut, pada bagian rumusan 

masalah akan menjelaskan permasalahan hukum yang akan dibahas 

dalam skripsi ini, pada bagian tujuan memberikan tujuan yang akan 

dicapai dalam penulisan skripsi, pada bagian manfaat dibagi menjadi 2 

yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, pada bagian 

tinjauan pustaka memberikan dasar teoritis dalam penulisan 

skripsi, metode penelitian memberikan penjelasan metode penelitian 

hukum yang  digunakan dalam skripsi ini, pada bagian orisinalitas 

memberikan perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan 

skripsi ini, lalu pada bagian sistematika penelitian menjabarkan dan 

menjelaskan secara singkat bab – bab yang akan dibahas dalam  skripsi 

ini. 
 

 

BAB II, akan menjelaskan tentang fungsi penyadapan dalam penangan 

kasus korupsi dari segala urutan penangan kasus ini, serta legalitas yang 

diperlukan dalam melakukan penyadapan dan hubungannya dengan 

perlindungan hak dari Advokat terhadap penyadapan alat komunikasi. 

BAB III akan membahas lebih dalam terhadap perlindungan terhadap 

alat komunikasi Advokat terhadap kewenangan KPK dalam melakukan 

penyadapan dan dalam bab ini akan menjelaskan penyelesaian terhadap 

konflik norma yang terjadi. BAB IV, pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran, kesimpulan pertama berhubungan dengan 

rumusan masalah pertama yang dibahas dalam BAB II dan rumusan 
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masalah masalah kedua berhubungan dengan rumusan masalah kedua 

yang dibahas di BAB III, saran pertama berhubungan dengan rumusan 

masalah pertama yang dibahas dalam BAB II, dan saran kedua 

berhubungan dengan rumusan masalah kedua yang dibahas di BAB III. 
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<1% - http://scholar.unand.ac.id/20147/2/BAB%20I.pdf 

http://repository.radenintan.ac.id/6489/1/DISERTASI%20LENGKAP%20.doc
http://repository.radenintan.ac.id/6489/1/DISERTASI%20LENGKAP%20.doc
http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-176.doc
http://repository.unissula.ac.id/12239/2/babI.pdf
http://www.academia.edu/39219447/Isi_dan_Sistematika_Penulisan_Karya_Ilmiah_Artike
http://www.academia.edu/39219447/Isi_dan_Sistematika_Penulisan_Karya_Ilmiah_Artike
http://repository.unair.ac.id/94249/4/4.%20BAB%201PENDAHULUAN.pdf
http://scholar.unand.ac.id/20147/2/BAB%20I.pdf
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<1% - 

https://123dok.com/document/oy83k92q-perbandingan-metode-capm-

apt-menghitun g-return-saham-jii.html 

<1% - 

http://eprints.umm.ac.id/30793/2/jiptummpp-gdl-mokhamadya-29286-2-

babi.pdf 

 

 

http://eprints.umm.ac.id/30793/2/jiptummpp-gdl-mokhamadya-29286-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/30793/2/jiptummpp-gdl-mokhamadya-29286-2-babi.pdf

